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ABSTRAK

Kecenderungan penyelesaian suatu perkara terkait dengan kontrak, seperti
kontrak kerjasama, pinjam meminjam, jual beli, sewa menyewa, hutang piutang dan
lain sebagainya dengan cara melaporkan kepada pihak Kepolisian, tampak selintas
merupakan perkara keperdataan, namun dimintakan penyelesaiannya melalui jalur
pidana.

Metodologi penelitian yang digunakan dalam penulisan ini adalah metode
penelitian Hukum Normatif atau penelitian perpustakaan (/ibrary research), sejalan
dengan ruang lingkup dan tujuan penehtian terhadap permasalahan dalam skripsi
ini adalah Analisis hukum terhadap surat pernyataan hutang piutang ditinjau dalam
Hukum Pidana dana Hukum Perdata.

Berdasarkan hasil penelitian, maka dapat disimpulkan bahwa Analisis hukum
terhadap surat pernyataan hutang piutang ditinjau dalam hukum pidana adalah
adalah surat pernyataan pengakuan hutang atau surat pernyataan titipan barang atau
uang, dan apabila pihak yang membuat surat pernyataan pengakuan hutang atau
surat pernyataan ttipan uang/barang tidak bisa mengembalikan titipan tersebut,
maka akan dianggap atau diduga melakukan pengelapan atas titipan tersebut, dan
diancam dengan Pasal 372 KUHPidana, dihukum karena penggelapan, dengan
hukuman penjara selama-lamanya empat tahun atau denda scbanyak-banyaknya
Rp. 900.-, dan analisis hukum terhadap surat pernyataan hutang piutang ditinjau
dalam Hukum Perdata adalah perjanjian dengan mana pihak yang satu memberikan
kepada pihak yang lain suatu jumlah tertentu barang-barang yang menghabis karena
pemakaian, dengan syarat bahwa pihak yang belakangan ini akan mengembalikan
sejumlah yang sama dari macam dan keadaan yang sama pula, namun apabila pihak
vang surat pernyataan hutang tidak dapat memenuhi atau ingkar dari perjanjian
tersebut, maka pihak tersebut sudah melakukan wanprestasi dan dapat digugat ke
Pengadilan.

Sebagai saran Agar para pithak vang membuat surat pernyataan hutang atau

ttipan uang/barang harus lebih tehti jangan asal tanda tangan, supava tidak menajdi
penvelsan dikemudian hari .
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BAB IV
PENUTUP
Dari berbagal uraian dan pembahasan, maka dapat ditarik beberapa
kesimpulan serta saran-saran yaitu sebagai berikut
A. Kesimpulan
1. Analisis hukum terhadap surat pernyataan hutang piutang ditinjau dalam
hukum pidana adalah adalah surat pernyataan pengakuan hutang atau surat
pernyataan titipan barang atau uang, dan apabila pihak yang membual
surat pernyataan pengakuan hutang atau surat pernyataan titipan

uang/barang tidak bisa mengembalikan titipan tersebut, maka akan

dianggap atau diduga melakukan pengelapan atas titipan tersebut, dan
diancam dengan Pasal 372 KUHPidana, dihukum karena penggelapan,

dengan hukuman penjara selama-lamanya empat tahun atau denda

sebanyak-banyaknya Rp. 900,-"

| 2 Analisis hukum terhadap surat pernyataan hutang piutang ditinjau dalam
Hukum Perdata adalah perjanpan dengan  mana pthak vang satu

memberikan kepada pthak yang lain suatu jumlah tertentu barang-barang

vang menghabis karena pemakaian, dengan syarat bahwa pihak yang

belakangan im akan mengembalikan sejumlah yang sama dar macam dan

keadaan yang sama pula. namun apabila prhak yang sural pernyatadn

hutang tidak dapat memenuhi atau ingkar dari perjanjian tersebut, maka

k
pihak tersebut sudah melakukan wanprestasi dan dapat digugat ke

Pengadilan
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